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LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana strategis merupakan kerangka teknis yang
selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrion dan
Perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
periode Tahun 2020 - 2025, sekaligus sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Industri dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Talaud.

RENSTRA mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar
pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari
kehendak masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tetap
memperhatikan arah RPJMD Kabupaten, dan selanjutnya berfungsi
sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pemberian  pelayanan  kepada
masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kepulauan Talaud disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan
dokumen perencanaan lainnya seperti, RENSTRA K/L, RENSTRA Provinsi,
RENSTRA Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten.
Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RENSTRA Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud dapat
mengahasilkan dokumen rencana yang strategis dan terpadu, baik dalam
aspek kewilayahan maupun sektoral dengan harapan agar dalam
implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Penyusunan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 —
2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan lainnya serta

dokumen perencanaan tata ruang lainnya.

. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Perindustriaon dan Perdagangan di susun dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ftentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJM, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah.

PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 fentang
Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud;
PERDA Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2025;
Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kab. Kepulauan Talaud.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas  Perindustrion  dan

Perdagangan ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

. Menyediokan satu pedoman berwawasan jauh kedepan unfuk

menentukan arah kebijokan yang didasarkan pada kenyataan dan
proyeksi kedepan.

Menata kelanjutan hasil pelaksanaan program kegiatan 5 ( lima ) tahun
sebelumnya untuk dilaksanakan 5 (lima ) tahun kedepan 2020 - 2025.
Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perindustrion dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan yang nantinya dtuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan
(RENJA).

Memudahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memahami

dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan tahunan.




5. Mewujudkan secara nyata fugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrion dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 — 2025, adalah tersusunnya visi,
misi dan arah pembangunan daerah yang dapat dijadikan sebagai
pedoman  pelaksanaan fugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan selama &5 (lima) tahun kedepan yang menjabarkan
kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan
yang dihadapi dalam bidang perindustrian dan perdagangan secara
sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten
Talaud, APBD Propinsi SULUT, APBN, maupun dana bantuan dari pihak
ketiga.

SISTIMATIKA PENULISAN
Perencanaan  Strategis (RENSTRA) Dinas  Perindustrian  dan

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN
Memuat tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB 1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD,
Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD serta Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan PD; Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan
Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Penentuan
Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN




Memuat tentang : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
BAB V  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN




BAB I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati
Kepulauan Talaud Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud, mempunyai fugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi
Sumber Daya Mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
pemerintah kabupaten, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrion dan ESDM, bidang
perdagangan dan bidang Pengelolaan pasar;

b. Pelaksanaan kebijokan di bidang perindustrian, bidang perdagangan
dan bidang Pengelolaan pasar;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, bidang
perdagangan dan bidang Pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan bidang Perindustrian
dan Perdagangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Sub Bagian

— Perencanaan, Evalusai
dan Keuangan

Sub Bagian Umum Dan

Kepegawaian

KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENGELOLAAN
FUNGSIONAL DAN ESDM PASAR

Kasie bimbingan
produksi dan usaha

Kasie bina usaha
ekspor dan impor

Kasie pengelolaan
pendapatan pasar /
retribusi

Kasie energi dan
sumber daya
mineral

Kasie pengawasan,
perlindungan
konsumen dan
metrologi lokal

Kasie pengawasan
dan evaluasi

Kasie sarana dan
prasarana industri

Kasie informasi dan
promosi
perdagangan

Kasie sarana dan
prasarana pasar

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS
(UPTD)

Berdasarkan tata urutan struktur organisasi tersebut, dijabarkan tugas pokok

dan fungsi sbb:

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian  dan Perdagangan mempunyai  tugas

merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, menetapkan,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas dalam hail:




a. Perumusan kebijokan di bidang perindustrian dan ESDM, bidang
perdagangan dan bidang Pengelolaan pasar;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, bidang perdagangan dan
bidang Pengelolaan pasar;

c. Pelaoksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, bidang
perdagangan dan bidang Pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

2. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, membina, merencanakan, mensinkronisasikan,
mengawasi, mengendalikan mengevaluasi kegiatan serta pelaksanaan
tugas Kesekretariatan, Bidang Perindustrian dan ESDM, Bidang Perdagangan

dan Bidang Pengelolaan Pasar.
Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasion perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
evaluasi dan keuangan, bidang umum dan kepegawaian;

b. Pengkoordinasian rencana program dan RKA di bidang perencanaan,
evaluasi dan keuangan, bidang umum dan kepegawaian;

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di RKA
bidang Perindustrian dan ESDM, Bidang Perdagangan, Bidang
Pengelolaan Pasar dan Sekretariat;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

f. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan SP, SPM dan SOP dan MP Dinas;

g. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan SPJ Dinas;

h. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;

i. Pelaksanaan akuntansi Dinas;

j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LK|.IP Dinas;




k. Penyiapan bahan dan data Penyusunan LKJ.IP Kabupaten, LPPD, LKPJ
Bupati akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan;

|.  Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Dinas;

m. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga,
kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

n. Penghimpunan data dan informasi Dinas;

0. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun
tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

p. Menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada atasan  baik
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

wewenang bidang tfugasnya.

Bidang perindustrian dan ESDM

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Bimbingan

Produksi, Bidang Bimbingan Usaha dan Sarana Prasarana Produksi.

Dalam melaksanakan fugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan

fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di Bidang Bimbingan Produksi, Bimbingan Usaha
dan Sarana Prasarana Produksi;

penyusunan rencana program dan RKA Bidang Perindustrian;

C. penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten;

d. pengembangan SDM Industri yang meliputi : wira usaha industri, tenaga kerja

industri, pembina industri dan konsultan industri;

memfasilitasi pengembangan pusat pendidkan dan pelatihan industri di
pusat pertumbuhan industri;

mengembangkan dan meningkatkan penguasaan dan pengoptfimalan

pemanfaatan teknologi industri;

. memfaisilitasi kerjasama penelition dan pengembangan IPTEK Bidang Industri

dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

masyarakat dalam pembangunan Industri meliputi : Penyediaan ruang dan




wilayah untuk masyarakat dalom  berkreativitas dan berinovasi,
pengembangan sentra industrikreatif, pelatihan teknologi dan desain,
bimbingan advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
khususnya bagi industri kecil, fasilitasi promosi dan pemasaran produk industry
kreatif di dalam dan di Luar Negeri;

i. menjamin tersedianya infrastruktur industri yang meliputi : lahan industri
berupa kawasan industri/kawasan pertumbuhan industri, fasilitas jaringan
energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber
daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan tfransportasi;

j. memelihara data perusahaan industri skala Kabupaten dan melaporkan
kepada Menteri atas nama Bupati melalui sistem informasi Industri Nasional;

. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan industri;

. memberikan fasilitas berupa : peningkatan kompetensi SDM/sertifikasi
kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan mesin dan peralatan,
pengembangan produk, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran,
akses pembiayaan, penyediaan kawasan industri untuk industri kecil,
industri  menengah yang berpotensi mencemari lingkungan, bantuan
pencegahan pencemaran lingkungan;

. memfasilitasi percepatan pembangunan industri skala Kabupaten;

. melaksanakan pengawasan dan  pengendalion di  Bidang industri
berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

. memproses penerbitan izin industri yang dilimpahkan oleh Menteri kepada

Pemerintah Kabupaten;

p. penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Anggaran Bidang;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kinerja Program Bidang;

. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun
tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
fugas; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuqi

dengan wewenang Bidang tugasnya.

. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai

tugas membantu kepala dinas dalom penyiapan koordinasi, fasilitasi




perumusan dan pelaksanaan kebijokan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang bina usaha ekspor-impor, Bidang Pengawasan Perlindungan
Konsumen dan metrologi lokal dan bidang informasi dan promosi
perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang;

b. Pengembangan sarana perdagangan berupa : pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, gudang dan sarana lainnya;

c. Pelaksanaan kebijokan pemerintah di bidang pedagangan;

d. Pelaksanaan perizinan di bibidang perdagangan di daerah;

e. Pengendalaian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang
kebutuhan pokok dan/ atau barang penting;

f. Pengelolaan informasi bidang perdagangan di daerah;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
kegiatan perdagangan di daerah;

h. Mendorong pengembangan ekspor nasional;

i. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

|.  Mengembangkan logistik daerah;

k. Mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan
pokok untuk kebutuhan nasional;

l. Melaksanakan  pemberdayaan (berupa : pemberian fasilitas, insentif,
bimbingan teknis, akses dan bantuan permodalan, bantuan promosi dan
pemasaran) bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor
perdagangan;

m. Bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakan
pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan
nasional;

n. Menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi
dengan kementerian;

o. Menyelenggarakan perlindungaan terhadap konsumen;

p. Melaksanakan tugas lain di bidang pedgangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;

r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;

i. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
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]. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan  baik
secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh kepala

Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar  dipimpin oleh seorang kepala Bidang
mempunyai fugas membantu kepala dinas dalam penyiapan koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang retribusi, Pengawasan dan evaluasi serta Sarana prasarana pasar.
Dalom melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Pasar

menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi Penyusunan rencana program dan RKA bidang;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Retribusi Pasar , Pengawasan dan
Evaluasi serta Sarana prasarana pasar;

c. Menyelenggarakan pembangunan, pemberdayaan dan
peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan
daya saing berupa : kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat,
implementasi  pengelola pasar yang professional, fasilitasi  akses
penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing,
fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat;

d. Pengembangan objek retribusi baru dan penghitungan target retribusi
tahunan;

e. Pengoptimalisasian potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari
retribusi pasar, kios, ruko, gudang dan objek retribusi lainnya;

f. Pelaksanaan pendataan waijib retribusi dan penghitungan potensi retibusi
pasar untuk penetapan target PAD;

g. Pengkoordinasion dengan Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab
sebagai koordinator retribusi daerah guna mendapatkan surat berharga
untuk bahan pemungutan;

h. Melaksanakan pemungutan retribusi dari subjek retribusi pasar;

i. Mencatat dan melaksakan akuntansi penerimaan retribusi dan
menyetorkan ke kas daerah melalui bank persepsi;

j. Melaksanakan ektensifikasi  dan intensifikasi pendapatan  asli daerah
dari sumber retribusi pasar, kios, ruko, gudang dan objek retribusi lainnya;

k. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;
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Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;

m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang  diberikan oleh kepala

Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlion masing-masing
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuaqi
dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang
berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala dinas;

(3) Jumlah jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuaqi

dengan peraturan perundang —undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Dinas Perindustrian  dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 28 Orang ASN selanjutnya dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut golongan

a. Golongan IV : 6 Orang
b. Golongan i : 19 Orang
c. Golonganli : 3 Orang
d. Golongan| : - Orang
2. Tingkat pendidikan
a. S2 : 3 Orang
b. SI : 21 Orang
c. Dl : 1 Orang
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d. DIl : - Orang

e. DI - Orang
f. SMA/STM 3 Orang
3. Tenaga honorer administrasi kantor 2 Orang
4, Tenaga honorer petugas kebersinan 3 Orang
5. Tenaga honorer penagih retribusi 8 Orang

Jumlah pejabat struktural yang ada saat ini meliputi 1 orang pejabat
Eselon 1IB, 1 orang pejabat Eselon llIA, 3 orang pejabat Eselon llIB dan 10
orang pejabat Eselon IVA.

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Jabatan

Tahun 2019
Jumlah Jabatan
Nama Jabatan Eselon i D ewe Ket
Tersedia | Terisi

ng
Kepala Dinas 1B 1 1 -
Sekretaris A 1 1 -
Kasubag perencanaan,

. vV A 1 1 -
evaluasi, dan keuangan
Kasubag umum dan
. vV A 1 1 -
kepegawaian
Kepala Bidang Perindustrian Il B 1 1 -
Kasie bimbingan produksi
9 produis! VA 1 1 -
dan usaha
Kasie energi sumber daya
. gr sv Y VA 1 1 -
mineral
Kasie sarana  prasarana
. VA 1 1 -
industry
Kepala Bidang
Il B 1 1 -
Perdagangan
Kose bina usaha ekspor IV A 1 1
dan impor
Kasie pengawasan,
perlindungan konsumen vV A 1 1 -
dan metrology local
Kasie informasi dan promosi
VA 1 - 1

perdagangan
Kepala bidang e : :
pengelolaan pasar
Kasie retribusi VA 1 1 -
Kos]e pengawasan dan VA ] ] )
retribusi
Kasie sarana prasarana VA ] ] i
pasar
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Jumlah 16 15 1

Asset

Selain  dari sumber daya manusia, Dinas Perindustrion  dan
Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud juga memiliki asset/modal
berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan 2 serta
sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas asset
yang terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan dengan total nilai Rp.
55.585.545.648 pada Tahun 2019. Komposisi asset yang dikuasai

berdasarkan Kartu Inventaris Barang A, B, C, dan F dapat digambarkan

sebagai

berikut :

- KIBA : Rp. 374.105.000

- KIBB : Rp. 1.867.406.110
- KIBC : Rp.44.564.574.028
- KIBD : 4.008.700.000

- KIBF : Rp. 4.770.760.510

Nilai aset KIB C atau aset berbentuk bangunan memiliki nilai paling
besar. Selain bangunan kantor yang digunakan untuk aktivitas harian,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki aset bangunan pasar
yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud,
yang digunakan untuk menunjang sector perekonomian masyarakat.

berikut ini adalah Rekapitulasi Buku Inventaris Barang sampai dengan
Tahun 2019
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Tabel 2.2 Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 - 2019

o . o Rata - rata
) Target Realisasi Rasio antara Realisasi dan anggaran periumbuhan
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 L
Anggaran | Redlisasi
109,2

PENDAPATAN 101.388.000 101.388.000 1.973.174.000 425.000.000 200.000.000 89.500.000 125.500.000 245.200.000 262.933.000 218.548.000 88,27 | 123,78 12,43 61,87 7 | 0,185 0,250
Pendapatan 109,2
Retribusi Daerah 101.388.000 101.388.000 1.973.174.000 425.000.000 200.000.000 89.500.000 125.500.000 245.200.000 262.933.000 218.548.000 8827 | 12378 12,43 61,87 7 | 0185 0,250
BELANJA 12.918.146.540 14.320.663.138 11.859.107.972 | 16.259.019.417 | 13.886.538.030 | 10.555.776.397 | 14.214.303.180 | 11.075.881.284 | 15.724.915.252 | 11.977.748.207 81,71 99,26 93,40 96,72 86,25 | 0,018 0,032
Belanja Operasi 3.546.797.540 6.673.536.134 5.338.509.462 4.566.580.927 3.196.733.080 3.536.078.701 6.628.559.836 5.208.065.224 4.465.108.073 3.173.123.458 99,70 99,33 97,56 97,78 99.26 | 0,026 0,027
Belanja pegawai | 1.786.477.540 2.448.316.152 1.904.352.112 2.195.416.427 2.294.473.080 1.780.476.540 2.415.988.652 1.903.743.987 2.190.787.052 2.279.623.329 99.66 98,68 99.97 99.79 99,35 | 0,065 0,064
Belanja barang 1.760.320.000 4.225.219.982 3.434.157.350 2.371.164.500 902.260.000 1.755.602.161 4.212.571.184 3.304.321.237 2.274.321.021 893.500.129 99.73 99.70 96,22 95,92 99,03 | 0,154 0,155
Belanja Modal 9.371.349.000 7.647.127.004 6.520.598.510 11.692.438.490 | 10.689.804.950 | 7.019.697.696 7.585.743.344 5.867.816.060 11.259.807.179 | 8.804.624.749 74,91 99.20 89.99 96,30 82,36 | 0,033 0,058
Belanja jalan,
irigasi dan
jaringan - - 1.121.850.000 3.470.637.000 - - - 856.173.000 3.460.637.000 - 76,32 77,32
Belanja
peralatan dan
mesin 60.807.400 159.589.500 - - 1.657.480.000 60.806.500 159.519.940 - - 903.590.000 100,00 99.96 0,00 0,00 54,52 | 1,285 0,963
Belanja
bangunan dan -
gedung 9.310.541.600 7.487.537.504 5.398.748.510 8.221.801.490 9.032.324.950 6.958.891.196 7.426.223.404 5.011.643.060 7.799.170.179 7.901.034.749 74,74 99.18 92,83 94,86 87,48 | 0,008 0,032




Tabel 2.2. rincian asset

No | Jenis Aset/Modal .I;umlah Konds Keterangan
arang Baik Rusak Berat
1. Gedung / Tanah:
Gedung:
1. Gedung Kanfor Permanen 1 Baik
2. Gedung Pertokoan 17 Baik
Koperasi/Pasar Baik
3. Gedung Sentra Abaka 2 .
4. Gedung untuk pos jaga 2 Baik
lain-lain
5. Gedung Pabrik Iain-lain 2 Baik
Tanah:
6. Tanah Bangunan Pasar 2 Baik
2. Peralatan dan Mesin:
Brankas 1 Baik
PC 6 4 Baik 2 Rusak Berat
Laptop 5 2 Baik 2 Rusak Berat
Printer 8 3 Baik 5 Rusak Berat
LCD 1 Baik
Kamera 1 Baik
Meja Kerja 15 Baik
Meja Rapat 1 Baik
Meja Lelang di Pasar 319 100 Baik 219 Rusak
Kursi Putar 2 Baik Berat
Kursi Besi 3 Baik
Kursi Plastik 24 Baik
Lemari Kayu 6 Baik
Sofa 2 Baik
AC Unit 2 Baik
Generator Set 1 Baik
PLTS Kapasitas Kecil 1 Baik
Mesin Bubut 2 Baik
Papan Nama Instansi 1 Baik
Gorden 55 Baik
. Jumlah
No Jenis Aset Riil Kebutuhan Kurang Keterangan
] Kendaraan Roda 4 1 2 2 1 rusak berat
2 Kendaraan roda 2 10 10 2 1 rusak berat 1
rusak ringan
3 PC 6 10 6 3 rusak berat
4 Laptop 5 10 8 2 rusak berat
5 Printer 8 10 7 5 rusak berat
6 LCD 1 1 -
7 Kamera 1 1
8 Meja Kerja 15 31 16 JIh pegawai +
THL 31 org
Meja Rapat 1 2 1
9 Meja Lelang di Pasar 319 320 220 219 rusak berat
10 | Kursi Putar 2 5 3
11 Kursi Besi 3 26 23




12 | Kursi Plastik 24 24

13 | Lemari Kayu 6 10 4
14 | Sofa 2 2 -
15 | AC Unit 2 2 -
15 | Generator Set 1 1 -
16 | PLTS Kapasitas Kecil 1 1 -
17 | Mesin Bubut 2 2 -
18 | Papan Nama Instansi 1 1 -
19 | Gorden 55 55 -
C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong
perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak. Dalam penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kepulauan Talaud, menyelenggarakan program/kegiatan dengan 2 (dua)
urusan pilihan yaitu urusan perdagangan dan urusan Perindustrian. tingkat

capaian kinerja Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:
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1. Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 2.3 Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 - 2019

Target Realisasi Rasio antara Realisasi dan anggaran Rata - rata pertumbuhan
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 o
Anggaran Realisasi
PENDAPATAN | 101.388.000 101.388.000 1.973.174.000 425.000.000 200.000.000 89.500.000 125.500.000 245.200.000 262.933.000 218.548.000 88,27 | 123,78 12,43 61,87 109,27 | 0,185 0,250
Pendapatan
Retribusi
Daerah 101.388.000 101.388.000 1.973.174.000 425.000.000 200.000.000 89.500.000 125.500.000 245.200.000 262.933.000 218.548.000 88,27 123,78 12,43 61,87 109,27 | 0,185 0,250
BELANJA 12.918.146.540 | 14.320.663.138 | 11.859.107.972 | 16.259.019.417 13.886.538.030 | 10.555.776.397 | 14.214.303.180 | 11.075.881.284 15.724.915.252 | 11.977.748.207 81,71 99.26 93,40 96,72 86,25 | 0,018 0,032
Belanja - -
Operasi 3.546.797.540 6.673.536.134 5.338.509.462 4.566.580.927 3.196.733.080 3.536.078.701 6.628.559.836 5.208.065.224 4.465.108.073 3.173.123.458 99,70 99,33 97,56 97,78 99,26 | 0,026 0,027
Belanja
pegawai 1.786.477.540 2.448.316.152 1.904.352.112 2.195.416.427 2.294.473.080 1.780.476.540 2.415.988.652 1.903.743.987 2.190.787.052 2.279.623.329 99,66 98,68 99,97 99,79 99,35 | 0,065 0,064
Belanja - -
barang 1.760.320.000 4.225.219.982 3.434.157.350 2.371.164.500 902.260.000 1.755.602.161 4.212.571.184 3.304.321.237 2.274.321.021 893.500.129 99,73 99,70 96,22 95,92 99,03 | 0,154 0,155
Belanja
Modal 9.371.349.000 7.647.127.004 6.520.598.510 11.692.438.490 10.689.804.950 | 7.019.697.696 7.585.743.344 5.867.816.060 11.259.807.179 | 8.804.624.749 7491 99,20 89,99 96,30 82,36 | 0,033 0,058
Belanja
jalan, irigasi - - 1.121.850.000 | 3.470.637.000 - - - 856.173.000 3.460.637.000 | - 76,32 77,32
dan jaringan
Belania 10000 | 9996 | 0,00 0,00 54,52
peralatan 60.807.400 159.589.500 - - 1.657.480.000 60.806.500 159.519.940 - - 903.590.000 ’ ’ ! ! ! 1,285 0,963
dan mesin
Belania 7474 | 9918 | 9283 94,86 87,48 :
bangunan 9.310.541.600 7.487.537.504 5.398.748.510 8.221.801.490 9.032.324.950 6.958.891.196 7.426.223.404 5.011.643.060 7.799.170.179 7.901.034.749 . ’ ! ! ! 0,008 0,032
dan gedung

Page 18




2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya yang digunakan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA. Pengukuran kinerja berisi
indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Realisasi/capaian kinerja yang telah ditentukan
dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2014 - 2019

Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target | . Ta'rget Target Rencana Perangkat Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Pada Tahun Ke -
No . indikator Daerah Tahun Ke
dan Fungsi Perangkat Daerah NSPK IKK
Lannya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 L} 5
1 Pertumbuhan industri 0202 (025025025 | 0,1 |0,16|0,04|0,04]| 0 50 80 16 16 0
2 Cakupan bina kelompok 0,11 0,15 0 0 0 0,03 | 0,13 0 0 0 30 86,67 0 0 0
pedagang
3 Cakupan bina kelompok 03|03 1| 05| 05 0 0,05/033|022]| 0 0 16,67 | 66,00 44 0
pengrajin
4 Jumlah ljin industri pangan 10 | 10 15 15 15 10 10 20 10 |19 | 100 100 | 133,3 | 66,67 | 126,7
yang diterbitkan
5 Cakupan pengembangan sentra 0 1 1 0 0 0 [005|005| O 0 0 5 5 0 0
6 Presentase tertib niaga 80 | 80 85 90 90 82 80 85 82 |85 |102,5| 100 100 | 91,11 | 94,44
7 Jumlah sarana perdagangan 2 2 3 3 3 5 1 2 5 3 250 50 | 66,67 | 166,7 | 100
yang dibangun




TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud, yang teridentifikasi

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat yang Menjadi Tantangan

Energi dan Sumber Daya Mineral;

Terbatasnya infrastruktur;

Belum adanya sinkronisasi antara kewenangan Pusat, Provinsi dan
Daerah kabupaten;

Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur;

Terbatasnya dana;

Perdagangan;

1.

2.

Kondisi georafis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu
penyebab Pengawasan peredaran barang dan jasa belum
menjangkau semua kios/toko di 19 kecamatan yang ada di
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak — hak
konsumen sehingga lalai melakukan pengawasan barang secara

mandiri.

Perindustrian;

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kelompok
penerima bantuan Tahun 2015 - 2017 di temui bahwa sebagian
kelompok penerima bantuan belum memanfaatkan bantuan
peralatan  secara optimal untuk  meningkatkan  produksi,-
Teknologi yang digunakan cenderung teknologi sederhana dan
tradisional;

Para pengusaha/pengrajin masih pasif dalom permasalahan
produksinya dan kurang memanfaatkan kesempatan promosi;
Dampak negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang
semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di
pasar global termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masin

rendah.
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2.

Faktor Pendorong yang Menjadi Peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya
untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan
merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi
dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan
upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah
melalui  peningkatan kegiatan investasi  serta  mendorong dan
memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan
pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih
diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal
yang mempuyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sector
Perindustrian dan  perdagangan, karena sektor-sektor tersebut
memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah
serfa mempunyai kemampuan dalom menyerap tenaga kerja yang
besar. Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud
sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan
perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
serta pembinaan fasilitas pengembangan terhadap pelaku sektor
Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian
tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan
pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa
efektif dan efesien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun
aparat agar tercapai suatu birokrasi yang konduktif dalaom upaya
fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim konduktif yang
dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorongnya adalah :

- Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung
pengembangan perekonomian.

- Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah
pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD

Kabupaten.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa
datang dengan kondisi rill saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum
teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman
yang belum diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagai berikut :

Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan:

a. Adanya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk produk
— produk import sehingga menambah ketatnya persaingan
produkproduk perindustrian dan perdagangan di pasar lokal.

b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu,
desain dan merk dagang beberapa produk ekspor.

c. Masih banyaknya pelaku usaha yang fidak tertib niaga dan merugikan
konsumen.

d. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan
pengawasan barang beredar serta alat UTTP.

e. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan
khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah serta Disparitas dan fluktuasi
harga bahan pokok yang cukup tinggi.

Urusan Industri, menghadapi permasalahan :

a. Besarnya potensi komoditi unggulan, potensi sumber daya aloam
maupun sumber daya manusia yang belum dikembangkan secara
optimal.

b. Masih rendahnya fingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri
Kecil, Menengah.

b. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak

globalisasi.
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c. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik
fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan

d. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk, serta rendahnya kualitas
dan daya saing mayoritas produk industry kecil

e. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri
kecil dan menengah.

f.  Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster.

Pengelolaan pasar menghadapi permasalahan:

a. Rendahnya kesadaran Pedagang dipasar fradisional terhadap
kedisiplinan, kebersihnan dan ketertiban

b. Rendahnya pemahaman pedagang dipasar tradisional terhadap
perilaku konsumen
Pengelola pasar belum berfungsi dan bertugas secara efektif
Kurang perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik

e. Masalah fasilitfas umum

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud otomatis merupakan

implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama kurun
waktu  2020-2025 adalah: “MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH
DIBERKATI”. Visi yang akan tertuang dalaom dokumen RPJMD Kabupaten
Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi
yang menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten
Kepulauan Talaud yang terdiri dari aparatur pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi
sosial kemasayarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,
lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota

masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan
daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan

dilakukan dalom rangka mencapai perwujudan visi.Visi dan misi yang
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digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud selama

lima tahun kedepan adalah :

1.

o A WODN

Mewvujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersih.

. Mewujudkan Kabupaten Kepulauvan Talaud yang elok.
. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang ramabh.
. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada kasih.

. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulavan Talaud yang

aman.

Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang tangguh

C. Telaahan Renstra Kementerian

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD

Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing PD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang

kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian dan perdagangan, dan

perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha perindustrian dan perdagangan

kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

1.

Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh
kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program
pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi
program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional
yakni “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan
sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA
CITA, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersinh, efektif, demokratis, dan terpercaya.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
?)

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan  kemandirion  ekonomi  dengan = menggerakkan
sektorsektor strategis ekonomi domestik,

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sasaran  masing-masing kementerian yang menangani  urusan

perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.1

Identifikasi kebijakan nasional

NO

SASARAN STRATEGIS SUMBER KETERANGAN

PERINDUSTRIAN Renstra Kementerian

Meningkatnya daya saing dan Perindustrian
kemandirian industri pengolahan

nonmigas

Penguatan implementasi making

Indonesia 4.0

Meningkatnya kemampuan industri

dalam negeri

Meningkatnya penguasaan pasar

industri

Penguatan kewirausahaan dan

industri kecil dan menengah

Meningkatnya persebaran industri

Tersedianya regulasi

pembangunan industri yang efekfif

Terselenggaranya urusan
pemerintahan di bidang
perindustrian yang berdaya saing

dan berkelanjutan

Tercapainya pengawasan internal

yang efektif dan efisien
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10 Terwujutnya ASN professional dan

berkepribadian

11 Terwujutnya system informasi

industri yang berkualitas

12 Terwujutnya birokrasi yang efektif,
efisien dan berorientasi pada

layanan prima

13 Terwujutnya perencanaan
program, pengelolaan keuangan
serta pengendalian yang

berkualitas dan akuntabel

] PERDAGANGAN
1 Meningkatnya perftumbuhan Renstra Kementerian
ekspor barang non migas yang Perdagangan

bernilai fambah dan jasa.

2 Terwujutnya stabilisasi harga dan
ketersediaan pasokan barang

kebutuhan pokok.

3 Terwujutnya konsumen berdaya
dan pelaku usaha yang

bertanggung jawab.

4 Meningkatnya pasar produk dalam

negeri.

5 Opftimalnya peranan PBK, SRG dan
PLK.

6 Meningkatnya kinerja
perdagangan yang bersih,

akuntabel dan professional.

7 Meningkatnya kapabilitas SDM

perdagangan

2. Perioritas Provinsi

Arahan dan tahapan untuk RPJMD ketiga Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2016-2021 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 Provinsi Sulawesi Utara tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2005-2025 yakni memantapkan pembangunan  Sulawesi Utara yang
berbudaya, berdaya saing, aman, dan sejahtera, dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber
daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta

kemampuan iptek.
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Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2021, program prioritas yang sesuqi
dengan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

- Peningkatan daya saing investasi

- Pembangunan kawasan perbatasan

- Pembangunan industri/kawasan ekonomi khusus

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
2014 — 2034 merupakan hasil Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun
2014 Tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034. Beberapa
substansi yang harus termuat dalam Dokumen RTRW di antaranya adalah
Penyediaan sarana prasarana utama dan penetapan kawasan industri.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagion dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Utara Kota Melonguane tidak masuk dalam hirarki sistem perkotaan,
tetapi dalam sistem perwilayahan Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten
Kepulauan Talaud masuk dalam sistem perwilayahan. Oleh karena itu untuk 20
tahun ke depan sistem perkotaan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai
berikut:

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten, pada Arahan Kawasan Strategis

Kabupaten. Kawasan Budidaya Kabupaten (KBK) Kepulauan Talaud ini

meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi yang mencakup kawasan kawasan unggulan pengembangan
ekonomi khusus yang meliputi kawasan pusat perdagangan terletak di
ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud, ibukota Kecamatan Melonguane,
Salibabu, Melonguane Timur, Nanusa, Beo Utara, Essang, Gemeh dan

Kabaruan.

2. Sistem Prasarana Utama dari sudut kepentingan pembengunan dan
pengembangan sarana prasarana perdagangan berupa pembangunan

sarana perdagangan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
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E. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis untuk pembangunan urusan perindustrian, perdagangan dan
ESDM selama lima tahun (Tahun 2020 - 2025) sebagai berikut :

Energi dan Sumber Daya Mineral;

1. Terbatasnya infrastruktur;

2. Letak geografis;

3. Belum adanya sinkronisasi antara kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah
Kabupaten;

4. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur;

5. Terbatasnya dana;

Perdagangan;

1. Distribusi barang dan jasa masih terbatas;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar;

3. Tata aturan sistem perdagangan masih bersifat sentralisasi;

4. Terbatasnya dana APBD untuk membangun infrastruktur pasar;

5. Terbatasnya SDM yang terampil dalam bidang perdagangan.

Perindustrian;

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan manajemen mutu produksi;

2. Teknologi yang digunakan cenderung teknologi sederhana dan tradisional;

3. Para pengusaha/pengrajin masih pasif dalam permasalahan produksinya
dan kurang memanfaatkan kesempatan promosi;

4. Pesaing yang semakin ketat antara pelaku dunia usaha termasuk industri

kecil/menengah;

Dairi isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan
strategis sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, pengembangan IKM harus
dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari penumbuhan
wira usaha baru, peningkatan kualitas produk, proses, kemasan,
peningkatan  teknologi,  diversifikasi  sampai pada  pelaksanaan
pendampingan dan fasilitasi  pengembangan  usaha (permodalan,
kemitraan, pemasaran, standarisasi, HKI dll). Produk IKM harus bisa mengisi

pasar luar negeri serta mengamankan pasar dalam negeri.

Page 28



A

Pengembangan IKM perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan

Industri Kobupaten dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

. Pentingnya menjalin kerjasama antara IKM dengan industri besar dalam

rangka pelaksanaan subtitusi bahan baku / penolong yang selama ini
diperoleh melalui impor (IKM menjadi pemasok bahan baku / penolong bagi
industry besar dalam rangka mengurangi impor dan meningkatkan surplus

neraca perdagangan luar negeri).

. Lebih mengintensitkan pelaksanaan monitoring peredaran barang / jasa

beserta jalur distribusinya dengan mengoptimalkan peran petugas PPBJ dan
PPNS-PK yang telah ada dalam rangka menjamin hak-hak konsumen warga
Kabupaten Kepulauan Talaud terlindungi.

Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB perlu untuk lebih
ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional, perluasan
cakupan pembinaan  kelompok-kelompok pedagang kecil serta

mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau.

. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga

bahan pokok se Kabupaten Kepulauan Talaud yang di update setiap hari
dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga
bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula
dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama

untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

. Harus segera dilakukan tindakan tegas terhadap usaha pertambangan liar

maupun pertfambangan yang merusak lingkungan.

. Penting untuk melakukan edukasi kepada usaha-usaha pertambangan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustriaon dan Perdagangan
dapat mewujudkan misi  Mewvujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang
Tangguh. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain
didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu  utama  urusan
pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada

rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

RENSTRA LAMA RENSTRA BARU
NO INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
TUJUAN TUJUAN
TUJUAN TUJUAN
1 Peningkatan Meningkatnya Kontribusi Sektor
kesejateraan Produktivitas Sektor Perdagangan
masyarakat melalui Strategis Terhadap PDRB
ekonomi yang kuat
2 | Peningkatan daya
saing produksi Meningkatkan Persentase Ukm
Industri Kecil Yang Meningkat
Pendapatannya
Menengah
B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam jangka
waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan fujuan yang telah
ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana
Strategis (Renstra) 2020-2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kepulauan Talaud adalah sebagai berkut :
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RENSTRA LAMA

RENSTRA BARU

jumlah ljin Usaha
Industri (IUl) yang
diterbitkan

diterbitkan

Persentase
pengawasan Ul

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA STRATEGIS KINERJA SASARAN
SASARAN
| Meningkatnya usaha | Persentase Meningkatkan % Desa Dengan
perdagangan yang | pelaku usaha Kemudahan Akses | Akses Yang
memiliki ijin yang memiliki Masyarakat Lancar Ke Lokasi
izin sesuaqi Terhadap Barang Pasar
ketentuan Kebutuhan Pokok
berlaku Melalui
2 Meningkatnya Jumlah sarana Pemanfaatan Tol % Desa Yang
pendapatan distribusi yang Laut Memiliki Distributor
direvitalisasi Bahan Kebutuhan
Pokok Masyarakat
Meningkatnya Persentase Meningkatkan % Barang Yg
stabilisasi harga harga Kualitas Beredar Di
barang kebutuhan kebutuhan Perlindungan Masyarakat Yang
pokok dan barang pokok dan Konsumen Memenuhi
penting barang strategis Standar
yang dilihat dari Keamanan Dan
stabilitas harga Kesehatan
Persentase % Desa Yang
kinerja realisasi Pelaku Industri
pupuk Dan
Perdagangan
Bebas Dari
Tindakan
Penimbunan
Bapok
3 Tertib niaga Persentase alat | Meningkatnya % Pelaku Industri
UTTP yang Pendapatan UKM | Mikro Dan Kecill
bertanda tera Yang Meningkat
sah yang Nilai Jualnya
berlaku
4 Dikenalnya produk Jumlah produk
unggulan yang lokal yang
memiliki potensi memiliki potensi
ekspor ekspor
5 Meningkatnya Persentase
jumlah Industri Kecil perfumbuhan
Menengah (IKM) industri kecil dan
binaan/cakupan menengah
kelompok
6 Meningkatnya Jumlah Ul yang
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PEMETAAN STRATEGI MELALUI PENDEKATAN POHON KINERJA

POHON KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD




MENINGEATNYA NILALIUAL HASIL PRODUEK PERTANIAN
% PRODUK PERTANIAN DENGAN HARGA JUAL YANG BERSAING
% PRODUK PERTANIAN YANG DIKONVERS| MENIADIBARANG
BERMILAI JUAL TINGGI

MERINGKATEAN KUALTAS MAUTU PRODUE
PERTANIAN
%o PANGAN SEGAN ASAL TUMBUAN TANG
MEME RLME STANDAR KESEHATAN

AL PRAIDUKS PERTARLAN

X LAPORAN PELANG GARAN
TERHADAR STARDAR KESZHATAN
DALAM PENGOILAHAN PROCL

PERTANIAN TANG DITINDAELAMIUTE

MENINGKATKAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
% UKM YANG MENINGEAT PENDAPATANNYA

v

MENINGKATINYA PENDAPATANLUIKM
% PELAKL INDUSTRI MIKRD DAM KECIL
YANG MENINGEAT NILAUJLIALNYA

-7

b
S
4 S

TENWLLILIDNTA LIMEM ANG BERDATA SAMG

% PACIUIE UMM YARK BERELIALITAS
% LISANA MIERD DAN KECIL

MENRGEATRYA KUALTAS
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CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




Indikator Tujuan Sasaran Kondisi Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun Ke
No Tujuan Indikator
Awal
| 1l 11 v \')
1 TERJAGANYA NILAI INFLASI MENINGKATKAN % DESA DENGAN 62,09 77,12 86,27 91,5 92,15 94,77
STABILITASI KEMUDAHAN AKSES AKSES YANG LANCAR
HARGA BAHAN MASYARAKAT TERHADAP KE LOKASI PASAR
KEBUTUHAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK POKOK MELALUI
MASYARAKAT PEMANFAATAN TOL LAUT
PRESENTASI % DESA YANG 85,62 86,27 93,46 100 100 100
KONTRIBUSI MEMILIKI
FLOATIL FOOD DISTRIBUTOR BAHAN
TERHADAP INFLASI KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT
MENINGKATKAN % BARANG YANG 88 90 93 95 97 95
KUALITAS PERLINDUNGAN BEREDAR DI
KONSUMEN MASYARAKAT YANG
MEMENUHI
STANDAR
KEAMANAN DAN
KESEHATAN
% DESA YANG 100 100 100 100 100 100
PELAKU INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN
BEBAS DARI
TINDAKAN
PENIMBUNAN BAPOK
2 | MENINGKATKAN % IKM YANG MENINGKATNYA % PELAKU INDUSTRI 2 2,20 2,32 2,49 2,57 3
INDUSTRI KECIL MENINGKAT PENDAPATAN IKM MIKRO DAN KECIL
MENENGAH PENDAPATANNYA YANG MENINGKAT

NILAI JUALNYA




MENINGKATKAN KUALITAS
PROMOSI DAN
PEMASARAN PRODUK
UMKM LOKAL

JUMLAH PASAR
MODERN YANG
MEMASARKAN
PRODUK UMKM
LOKAL




BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan
strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang
secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan
strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijokan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan
yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi

stakeholder layanan.
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1. STRATEGI

NO

RENSTRA LAMA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya jumlah ikm
binaan/cakupan kelompok ikm
binaan

Meningkatnya jumlah ijin usaha
industri yang diterbitkan

Meningkatnya usaha
perdagangan yang memiliki ijin

Tersedianya sarana
perdagangan yang layak untuk
berusaha

Meningkatnya stabilisasi harga
barang kebutuhan pokok dan
barang penting

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

Persentase pelaku
usaha yang

memiliki izin sesuai
ketentuan berlaku

STRATEGI

Fasilitasi sarana
prasarana/peralatan
mesin produksi

Fasilitasi pemenuhan
komitmen perolehan
ijin usaha industri

Fasilitasi pemenuhan
komitmen perolehan
perizinan

Revitalisasi pasar
rakyat

Pemantauan harga
dan stok barang
kebutuhan pokok
dan barang penting

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan
kemudahan akses
masyarakat
terhadap barang
kebutuhan pokok
melalui
pemanfaatan tol
laut

Meningkatkan
kualitas
perlindungan
konsumen

Meningkatnya
pendapatan UKM

RESTRA BARU
INDIKATOR KINERJA
SASARAN
% Desa Dengan Akses
Yang Lancar Ke Lokasi

Pasar

% desa yang memiliki
distributor bahan
kebutuhan pokok
masyarakat

% barang yg beredar
di masyarakat yang
memenuhi standar
keamanan dan
kesehatan

% desa yang pelaku
industri dan
perdagangan bebas
dari tindakan
penimbunan bapok

% pelaku industri mikro
dan kecil yang
meningkat nilai jualnya

STRATEGI

Meningkatnya
ketersediaan
barang kebutuhan
pokok masyarakat
di pasar
fradisional

Terbukanya jalur
distribusi barang
kebutuhan pokok
yang beredar di
masyarakat
Meningkatkan
kualitas
pemantauan
harga bapok yang
beredar di
masyarakat

Meningkatkan
kualitas mutu dan
kemasan produk
olahan pertanian
dan perikanan



5

)

NO

Tertib niaga

Dikenalnya produk unggulan
yang memiliki potensi ekspor

2. KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya jumlah ikm
binaan/cakupan
kelompok ikm binaan

Meningkatnya jumlah ijin
usaha industri yang
diterbitkan

Persentase alat

uttp yang

bertanda tera sah
yang berlaku

RENSTRA LAMA
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN

Pelaksanaan tera
dan tera ulang alat
uttp dan
pengawasannya
Pembinaan pelaku
usaha ekspor

KEBIJAKAN

Pemberian bantuan
peralatan dan mesin
produksi untuk ikm
pembuat abon, tahu,
perbengkelan,
pertukangan dan kerajinan
serta abaka dan souvenir
Melakukan
pendampingan/bimbingan
usaha melalui pelatihan

untuk manajemen produksi,

kemudahan perolehan ijin
usaha ikm dan akses
permodalan serta

Meningkatkan
kualitas promosi
dan pemasaran
produk umkm
lokal

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan

kemudahan akses

masyarakat
terhadap barang
kebutuhan pokok
melalui
pemanfaatan tol
laut

Jumlah pasar
moderen yang
memasarkan produk
umkm lokall

RESTRA BARU
STATEGI

Meningkatnya
ketersediaan barang
kebutuhan pokok
masyarakat di pasar
tradisional

Meningkatkan
kualitas
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi
sebagai sarana
promosi dan
pemasaran
produk UMKM
lokal

KEBIJAKAN

Pembangunan dan
pengembangan
pasar diwilayah
perbatasan, desa
terpencil dan pulau
terluar

Meningkatkan
kerjasama lintas
pemerintah dalam
menjamin
ketersediaan bapok
di pasar.



Meningkatnya usaha
perdagangan yang
memiliki ijin

Tersedianya sarana
perdagangan yang layak
untuk berusaha

Meningkatnya stabilisasi
harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting

Tertib niaga

Dikenalnya produk
unggulan yang memiliki
potensi ekspor

Persentase
pelaku usaha
yang memiliki
izin sesuaqi
ketentuan
berlaku

Persentase alat
uttp yang
bertanda tera
sah yang
berlaku

pemasaran.
Fasilitasi penerbitan izin
usaha perdagangan dan
fasilitasi penerbitan tanda
daftar gudang

Mendorong dan
melibatkan pemerintah
pusat dan provinsi unfuk
secara langsung
membantu dalam bentuk
asset/modal serta
mendukung pihak swasta
dalam mengelola pasar
rakyat

Bekerja sama dengan
pemerintah pusat dan
provinsi untuk secara
langsung membantu
menjaga stabilitas harga
melalui program nasional
gerai maritim dan operasi
pasar murah serta
pembangunan gudang.
Melibatkan pemerintah
provinsi untuk membantu
pelaksanaan dan
pengawasan sidang
tera/tera ulang alat uttp
Keikutsertaan dalam

pameran dagang lokal dan

nasional

Meningkatkan
kualitas
perlindungan
konsumen

Meningkatnya
pendapatan
pelaku industri

mikro, kecil dan

menengah

Terbukanya jalur
distribusi barang
kebutuhan pokok
yang beredar di
masyarakat

Meningkatkan
kualitas pemantauan
harga bapok yang
beredar di
masyarakat
Meningkatkan
kualitas mutu dan
kemasan produk
olahan pertanian
dan perikanan

Meningkatkan kualitas
monitoring evaluasi
dan pengawasan
peredaran barang di
pasar

Meningkatkan kualitas
monitoring evaluasi
dan pengawasan
peredaran barang di
pasar

Meningkatkan
intervensi pemerintah
terhadap distribusi
barang yang beredar
di masyarakat

Meningkatkan kualitas
pengawasan dan
monitoring terhadap
distributor dan
pedagang di pasar
Meningkatkan
pengawasan
terhadap produk
olahan makanan hasil
produksi pertanian



Meningkatkan
kualitas promosi
dan pemasaran
produk umkm
lokal

Meningkatkan
kualitas
pemanfaatan
teknologi informasi
dan komunikasi
sebagai sarana
promosi dan
pemasaran produk
umkm lokall

dan perikanan
Meningkatkan kualitas
IKM dalam
pengelolaan produksi
pertanian, perikanan
dan peternakan
menjadi bahan
bernilai ekonomis
Meningkatkan
kerjasama dengan
lembaga pelatihnan
dan stakeholder
lainnya untuk
peningkatan
kreativitas kelompok
pengrajin
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
dan keikutsertaan
kedalam iven dan
pameran sebagai
media promosi
produk IKM lokal
Meningkatkan
kesadaran dan
partisipasi masyarakat
dalam
memanfaatkan
produk UMKM lokall



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 90 Tahun 2019
terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut
fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta
pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan
untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 23
Tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaoma periode
renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam RPJMD 2020
—2025. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan RPJMD dikelompokan menurut bidang urusan
pemerintahan sebagai berikut:

Bidang Perdagangan:
- Permendagri No 13 Tahun 2004

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Permendagri No 90 Tahun 2019

1. Program perisinan dan pendaftaran perusahaan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program pengembangan ekspor

o M~ DN

Program standarisasi dan perlindungan konsumen

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- Permendagri No 13 Tahun 2006

1. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan lingkungan

Bidang Perindustrian

- Permendagri No 13 Tahun 2004
1. Program pengembangan industry kecil dan menengah
2. Program pengembangan sentra — sentra industry potensial

- Permendagri No 90 Tahun 2019

1. Program perencanaan dan pembangunan industri

Page 65



2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota

3. Program pengelolaan system informasi industri nasional

Selain melaksanakan program prioritas menurut bidang urusan pemerintahan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan program administrasi
umum yang merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah
dengan sasaran program yaitu meningkatnya manajemen dan pelayananan
administrasi kantor dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan
kesekretariatan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2024 telah
dilakukan proyeksi pendanaan indikatif untuk masing-masing program yang
digunakan sebagai dasar penentuan pendanaan indikatif program dan
kegiatan perangkat daerah. Khusus untuk urusan perindustrion dan urusan
perdagangan, pendanaan indikatif yang dijadikan acuan adalah sebagai
berikut :

Table 5.1
Proyeksi Pendanaan Indikatif untuk Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan
URUSAN fahun
2020 2021 2022 2023 2024

Penunjang 3.201.100.000 5.270.233.080 3.928.500.000 3.696.500.000 4.000.500.000
urusan
pemerintahan
daerah
Perdagangan 515.000.000 34.775.700.000 3.575.000.000 3.780.000.000 830.000.000
Perindustrian 95.000.000 260.000.000 145.000.000 190.000.000 90.000.000

Dalam Rupiah
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PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BIDANG URUSAN

PERANGKAT DAERAH

MENINGKATNYA
PRODUKTIIVITAS SEKTOR
STRATEGIS

KONTRIBUSI SEKTOR
PERDAGANGAN
TERHADAP PDRB

MENINGKATKAN
KEMUDAHAN AKSES
MASYARAKAT TERHADAP
BARANG KEBUTUHAN
POKO MELALUI
PEMANFAATAN TOL LAUT

MENINGKATNYA
KETERSEDIAAN

PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR

% DESA DENGAN AKSES
YANG LANCAR KE LOKASI
PASAR

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN, PROGRAM
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

BARANG DIWILAYAH

KEBUTUHAN PERBATASAN, DESA

POKOK TERPENCIL DAN PULAU

MASYARAKAT DI TERLUAR

PASAR

TRADISIONAL
MENINGKATKAN
KERJASAMA LINTAS
PEMERINTAH DALAM
MENJAMIN
KETERSEDIAAN BAPOK
DI PASAR
MENINGKATKAN
KUALITAS
MONITORING EVALUASI
DAN
PENGAWASAN
PEREDARAN BARANG
DI PASAR

TERBUKANYA MENINGKATKAN

JALUR DISTRIBUSI KUALITAS

BARANG MONITORING EVALUASI

KEBUTUHAN DAN

POKOK YANG PENGAWASAN

BEREDAR DI PEREDARAN BARANG

MASYARAKAT

DI PASAR

% DESA YANG MEMILIKI
DISTRIBUTOR BAHAN
KEBUTUHAN

POKOK MASYARAKAT

PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN;
PROGRAM

PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

BIDANG
PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN




MENINGKATKAN
INTERVENSI
PEMERINTAH TERHADAP
DISTRIBUSI BARANG
YANG BEREDAR DI
MASYARAKAT

PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG

PENTING




TERJAGANYA FUNGSI
LAHAN SESUAI
PERUNTUKKANNYA

MENINGKATKAN MENINGKATKAN MENINGKATKAN % BARANG YG BEREDAR

KUALITAS PERLINDUNGAN | KUALITAS KUALITAS DI MASYARAKAT YANG
KONSUMEN PEMANTAUAN PENGAWASAN DAN MEMENUHI STANDAR
HARGA BAPOK MONITORING KEAMANAN DAN
YANG TERHADAP KESEHATAN
BEREDAR DI DISTRIBUTOR DAN

MASYARAKAT PEDAGANG DI PASAR

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

PROGRAM STANDARISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

BIDANG KAWASAN
PEMUKIMAN,
PRASARANA, SARANA
BIDANG KAWASAN
PEMUKIMAN,
PRASARANA, SARANA

BINDAG
PERDAGANGAN

DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN




% DESA YANG PELAKU
INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN BEBAS
DARI TINDAKAN
PENIMBUNAN BAPOK

PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

MENINGKATKAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH

% UKM YANG
MENINGKAT
PENDAPATANNYA

MENINGKATNYA NILAI

MENINGKATKAN

MENINGKATKAN

% PRODUK PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN

BIDANG KONSUMSI

DINAS KETAHANAN

JUAL HASIL PRODUK KUALITAS MUTU KUALITAS DENGAN HARGA JUAL KESEJATAN HEWAN DAN DAN KEAMANAN PANGAN DAN
PERTANIAN PRODUK PASCA PANEN YANG BERSAING KESEHATAN MASYARAKAT PANGAN PERTANIAN
PERTANIAN PRODUKSI VETERINER

PERTANIAN

MENINGKATKAN % PRODUK PERTANIAN PROGRAM PENGAWASAN

PENGAWASAN YANG DIKONVERSI KEAMANAN PANGAN

TERHADAP PRODUK MENJADI BARANG

OLAHAN MAKANA BERNILAI JUAL TINGGI

HASIL PRODUKSI

PERTANIAN
MENINGKATNYA MENINGKATKAN MENINGKATKAN % PELAKU INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN BINDANG DINAS PERINDUSTRIAN

PENDAPATAN UKM

KUALITAS MUTU
DAN KEMASAN
PRODUK OLAHAN
PERTANIAN DAN
PERIKANAN

PENGAWASAN
TERHADAP PRODUK
OLEHAN MAKANAN
HASIL PRODUKSI
PERTANIAN DAN
PERIKANAN

MENINGKATKAN
KUALITAS

IKM DALAM
PENGELOLAAN
PRODUKSI PERTANIAN,
PERIKANAN DAN
PETERNAKAN MENJADI
BAHAN BERNILAI
EKONOMIS

MIKRO DAN KECIL
YANG MENINGKAT NILAI
JUALNYA

USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN




MENINGKATKAN
KERJASAMA DENGAN
LEMBAGA PELATIHAN
DAN STAKEHOLER
LAINNYA UNTUK
PENINGKATAN
KREATIVITAS KELOMPOK
PENGRAIJIN

MENINGKATKAN MENINGKATKAN PROGRAM PENGELOLAAN BIDANG DINAS PERINDUSTRIAN
KUALITAS KUALITAS SISTEM INFORMASI INDUSTRI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN NASIONAL
TEKNOLOGI DAN
INFORMASI DAN KEIKUTSERTAAN
KOMUNIKASI KEDALAM
SEBAGAI IVEN DAN PAMERAN
SARANA PROMOSI SEBAGAI
DAN PEMASARAN MEDIA PROMOSI
PRODUK UMKM PRODUK IKM
LOKAL LOKAL
MENINGKATKAN
KESADARAN
DAN PASTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMANFAATKAN
PRODUK UMKM LOKAL
TERWUJUDNYA UMKM MENINGKATKAN MENINGKATKAN PRODUK UMKM YANG PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG DINAS KOPERASI UKM
YANG BERDAYA SAING PERTUMBUHAN KEMUDAHAN BERKUALITAS KEWIRAUSAHAAN PEMBERDAYAAN DAN
JUMLAH UMKM PENDIRIAN DAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF | PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
PENGEMBANGAN USAHA KECIL KOPERASI DAN UKM
UMKM MENENGAH




MENINGKATKAN
MINAT
LULUSAN MUDA
UNTUK
MEMBENTUK
UMKM

MENINGKATKAN DAYA
TARIK PEMBENTUKAN
UMKM DIKALANGAN
LULUSAN MUDA

MENINGKATNYA
KUALITAS
KELEMBAGAAN
DAN
MANAJEMEN
PENGELOLAAN
UMKM

MENINGKATKAN
PENGAWASAN DAN
PENDAMPINGAN
TERHADAP
MANAJEMEN UMKM

MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN BAGI
PENGURUS PELAKU
UMKM

MENINGKATKAN
KUALITAS
PEMASARAN
PRODUK UMKM

MENINGKATKAN
MUTU PRODUK
UMKM

% USAHA MIKRO DAN
KECIL

PROGRAM PELAYANAN IZIN
USAHA SIMPAN PINJAM

PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN




BAB VIi

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan
(outcome) ataupun kompositnya (impact). Indikator kinerja perangkat daerah
yang ditetapkan dalam dokumen renstra ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajibo menyusun Indikator kinerja
utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indicator pilihan yang
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilaon pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci
kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata
kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan
kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrion dan Perdagangan Kabupaten

Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KETERANGAN | PENANGGUNG
TUJUAN STRATEGIS KINERJA JAWAB
SASARAN
1. | TERJAGANYA NILAI INFLAS! MENINGKATKAN | perseNTASE JUMLAH DESA | BIDANG
STABILITASI KEMUDAHAN DESA DENGAN | DENGAN AKSES | PERDAGANGAN
HARGA BAHAN AKSES AKSES YANG YANG LANCAR
KEBUTUHAN MASYARAKAT | [ aNCaR KE KE LOKASI
POKOK TERHADAP LOKASI PASAR | PASAR DIBAGI
MASY ARAKAT BARANG JUMLAH TOTAL
KEBUTUHAN DESA DI KALI
POKOK MELALUI SERATUS
PEMANFAATAN
DESA YANG
MEMILIK] DISTRIBUTOR
DISTRIBUTOR BAHAN
BAHAN KEBUTUHAN
KEBUTUHAN POKOK
OKOK MASY ARAKAT
MASYARAKAT | DIBAGI JUMLAH
TOTAL DESA DI
KALI SERATUS
PRESENTASI MENINGKATKAN | pepsenTASE JUMLAH
KONTRIBUSI KUALITAS BARANG YANG | BARANG YANG
FLOATIL FOOD PERLNDUNGAN | gerepar Oy BEREDAR DI
TERHADAP INFLAS | KONSUMEN VASYARAKAT | MASYARAKAT
YANG YANG
MEMENUHI MEMENUHI
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STANDAR
KEAMANAN
DAN KESEHATAN

STANDAR
KEAMANAN
DAN KESEHATAN
DIBAGI JUMLAH
TOTAL BARANG
YANG BEREDAR
DI KALI SERATUS

JUMLAH DESA

PERSENTASE
DESA Y ANG YANG PELAKU
PELAKU INDUSTRI | INDUSTRI DAN
DAN PERDAGANGAN
PERDAGANGAN | BEBAS DARI
BEBAS DAR| TINDAKAN
TINDAKAN DIBAGH JUMLAY
PENIMBUNAN TOTAL DESA DI
BAPOK
KALI SERATUS
MENINGKATKAN | PERSENTASE KM | \ENINGKATNYA | PERSENTASE JUMLAH PELAKU | BIDANG
INDUSTRIKECIL | YANG INDUSTRI MIKRO | PERINDUSTRIAN
PENDAPATAN | PELAKU INDUSTRI
MENENGAH MENINGKAT KM MIKRO DAN DAN KECIL YG
PENDAPATANNYA CECILYANG MENINGKAT
MENINGKAT NILAI JUALNYA
NILAl JUALNYA | DIBAGITOTAL
JUMLAH PELAKU
INDUSTRI IKM DI

KALI SERATUS

MENINGKATKAN
KUALITAS
PROMOSI DAN
PEMASARAN
PRODUK UMKM
LOKAL

JLH PASAR
MODEREN
YANG
MEMASARKAN
PRODUK UMKM
LOKAL

JUMLAH PASAR
MODERN YG
MEMASARKAN
PRODUK UMKM
LOKAL
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BAB VIl
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian  dan
Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan dokumen yang
dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan selama periode 2020 — 2025.

Renstra Dinas Perindustrion dan Perdagangan ini memiliki kedudukan yang
sangat  penting dalom pengembangan Perencanaan,Koordinasi  dan
Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan
arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijokan, program dan @ kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tfugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.

Renstra Dinas Perindustrion dan Perdagangan merupakan penjabaran
dokumen RPJMD, selanjuthya Renstra Dinas Perindustrion dan Perdagangan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan
Dinas Perindustriaon dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud selama
periode 5 (lima) Tahun 2020-2025.

Renstra Dinas Perindustrion dan Perdagangan dalam pelaksanaannya
senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas
dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjowaban kepada
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, serta secara moral di
pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan

Talaud.

Melonguane, Agustus 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

PITJE P. MAABUAT, SP
NIP.19690222 199312 2 002
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